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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan penghitungan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. PT X mengalami lebih bayar yang disebabkan oleh 

kompensasi lebih bayar dari Periode sebelumnya yaitu pada 

bulan Desember 2016, serta pembelian pada bulan Januari 

2017 yang lebih besar dibandingkan dengan penjualan 

hingga pada akhir tahun 2017. 

2. Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT X 

disebabkan oleh kurangnya pengecekan stock secara berkala 

pada gudang PT X, serta terdapatnya penawaran diskon atau 

potongan harga pada akhir tahun yang menyebabkan PT X 

memilih untuk membeli barang tersebut dengan harga 

setelah diskon yang lebih terjangkau meskipun masih 

terdapat stock dalam gudang. 

3. PT X memilih untuk tidak melakukan restitusi pada 

kelebihan bayar Pajak Pertamabahn Nilai (PPN), sehingga 

PT X lebih memilih menjalankan pilihan kompensasi atas 

Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut pada masa 

berikutnya. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan 

kepada PT X yaitu perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan 

proses pengecekan stock dalam gudang secara berkala, agar 

memudahkan pengaturan Pajak Pertambahan Nilai agar tidak 

terjadi Lebih Bayar. PT X dapat mempersiapkan diri untuk 

dapat melaksankan proses restitusi pada masa yang akan datang 

jika terdapat lebih bayar, sehingga proses restitusi dapat berjalan 

dengan baik agar menerima pengembalian uang atas Kelebihan 

Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan mendapatkan 

uang pengembalian dari Negara, hal tersebut dapat membantu 

meningkatkan cash flow pada perusahaan. Perusahaan dapat 

menambah dana untuk keuangan dalam perusahaannya. 
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